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BENTENG - Kejaksaan Negeri
(Kejari) Bengkulu Tengah (Ben-
teng) kemarin telah mel nta-
hap dua atas kasus dugaan tindak
pidana korupsi penyusunan Ren-

cana Detail Tata Ruang (RDTR)
kawasan perbatasan Kabupaten

Benteng dengan Kota Bengkulu
tahun anggaran 2013.

“Memang benar tahap 2 sudah
kita lakukan tadi (kemann red).
Selanjutnya pada pekan dgpanakan
segera kita limpahkan ke Pengadi-

lan Tipikor Bengkulu agarketiga ter- |

sangka dalam dugaan kasus korupsi
ini bisa segera disi n, jelas
) Widodo,
, Bobby

Muhamad Ali Akbar, SH,
Adapun ketiga tersan;
EH, mantan Sekda Benteng. Lalu

DR PPTK pada kegkam"n 'p‘enyn-
sunan RDTR tahun 2013 dan HH
sebagai penyedia dalam hal ini
pihak ketiga. Saat kasus rjadl. EH
menjabat sebagai kep Bappeda
Benteng. |
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Dia menambahkan, apabila su-
dah dilimpahkan ke pengadilan
media massa akan kembali dik-
abari. Begitu juga apabila sudah
ada jadwal pelaksanaan sedang
untuk ketiga tersangka tersebut.
Untuk diketahui ketiga tersangka
sudah menyerahkan uang peng-
ganti yang dititipkan sebesar
Rp 272.238.720. Besaran uang
pengganti yang diberikan sesuai
dengan penghitungan kerugian
keuangan negara yang dilakukan
oleh pihak auditor dari BPKP.

“Uang ini diantarkan langsung
oleh pihak keluarga EH dan HH.
Pada saat ini uang tersebut lang-
sung disimpan atau dititipkan di
rekening titipan Kejari Benteng
pada Bank BNI Cabang Bengkulu,
yang nantinya akan digunakan
sebagai uang pengganti dalam
perkara tersebut. Sesuai dengan

-arahan Jaksa Agung, dalam hal

penindakan tindak pindaka ko-
rupsi harus berorientasi pada
pemulihan keuangan Negara,’ :

. -Lanjumya, namun ia memasti-

kan meskipun uang pengganti ka-
sus ini sudah dikembalikan oleh

ketiga tersangka, akan tetapi un-
tuk proses hukum ketiga tersang-
ka ini akan tetap berlanjut dan
tidak diberhentikan. Berdasarkan
pasal 4 Undang-Undang tindak
pidana korupsi sudah tertera
jelas, kalau pengembalian KN
tidak menghapuskan pidana dari

tersangka. Jadi kasus ini akan

tetap berlanjut, namun akan
menjadi pertimbangan dalam
JPU melakukan tuntutan huku-

man terhadap ketiga tersangka

apabila uang pengganti kasus
sudah dikembalikan.

“Pada saat ini pihaknya masih
fokus terhadap ketiga tersangka,
namun pada persidangan nanti
tentu pihaknya akan mencari fakta-
fakta baru mengenai ada atau tida-
knya tersangka baru dalam kasus
ini. Apabilamemang ada bukti atau

fam tersangka baru, maka akan

nya lakukan pengembangan
laedepannya, pungkasnya.
Sedikit mengulas, EH ditetap-
kan sebagai tersangka bersama
duaorang lainnya, yakni DR yang
menjabat sebagai PPTK pada ke-

giatan penyusunan RDTR tahun

2013 dan HH sebagai penyedia
dalam hal ini pihak ketiga. Ke-
tiga tersangka ini ditahan karena

diduga melakukan tindak pidana
korupsi pada penyusunan RDTR
tahun 2013 dengan anggaran Rp
311 juta. Berdasarkan penghitun-

gan Kerugian Negara (KN) yang

dilakukan BPKP, total KN pada
kegiatan ini sebesar Rp 272 juta.
HH selaku PT. Balaputeta Inter-
plan ternyata tidak mengerjakan
penyusunan RDTR ini, melain-
kan hanya meminjam nama
perusahaan. EH dan DR tidak

‘melakukan konsultasi maupun

koordinasi kepada Badan In-
formasi Geospasial (BIG) seb-
agaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga
peta yang disusun tidak sesuai
dengan ketentuan.

Kegiatan penyusunan RDTR
tahun 2013 belum dapat diterima
dikarenakan tidak memenuhi
persyaratan penyusunan RDTR
dan seharusnya belum bisa di
bayarkan. Akan tetapi pada ke-
nyataanya dilapangan kegiatan
penyusunan RDTR tahun 2013 di-
lakukan pembayaran, Kemudian
EH dengan sengaja menyetujui
usulan tersebut untuk dibayar-
kan sehingga dana sebesar Rp.
311.940.200 telah terserap 100
persen. (jee)



